
 
 

BUPATI  GOWA 
 

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN GOWA 

                                                                   

NOMOR :  02 TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI GOWA, 
 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit 

organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 

menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 

pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;  
 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk 

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014 . 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 

    

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );           

   

  3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
  

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400 ); 

 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

 

 

 



       
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang - Undang  Nomor  12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Uandang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

 

9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 
 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 
  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21    

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005       

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 ); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 

19. Peraturan Pemerintah  Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

 



21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585 ); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia     Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 ) 

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 

Tahun 2008 tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembar 

Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614 ); 
 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737 ); 

 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 1995 tentang 

Penyertaan Modal Daerah pada  Pembentukan Perseroan Terbatas Gowa 

Makassar Tourism Development Corporation ( Lembaran Daerah Tahun 

1996 Nomor 28 seri C ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 04 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C); 
 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Gowa Tahun   2003  Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003     

( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E); 
 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Gowa  Tahun 2004 Nomor 7 seri E); 
 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa  

(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E); 
 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) 2005 – 2025 ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4 ); 

 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten 

Gowa Tahun 2005 Nomor 6 ), sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 2 ); 
 



32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 7 ); 
 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 8 ); 
 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9 ); 
 
 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10); 

 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tuntutan 

Ganti Kerugian Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2006 

Nomor 4 ); 
 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan 

Infrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa 

Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 18); 

 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Perusahaan Daerah ( Holding Company ) Gowa Mandiri ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 3 ); 
 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi 

Dana Desa (ADD) ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007   

Nomor 4 ); 
 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa  

( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 6 ) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor  22      

Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 22 ) ; 
 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor  23 Tahun 2011 ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23); 
 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten 

Gowa Tahun 2008 Nomor 8 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor  06 Tahun 2013 ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 06) ; 
 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten 

Gowa Tahun 2008 Nomor 9 ). 

 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2010 – 2015         

( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 Nomor 3 ); 

 



45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  

 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2014; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA 

dan 

BUPATI GOWA 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

GOWA TAHUN ANGGARAN 2014 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah 

Rp.1.151.994.972.817,- bertambah sejumlah Rp.60.208.395.360,- sehingga menjadi                                

Rp. 1.212.203.368.177,- dengan rincian sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan   

 a. Semula  Rp. 1.151.994.972.817,- 

 b. Bertambah  Rp.      60.208.395.360,- 

  Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp. 1.212.203.368.177,- 

 

2. Belanja   

 a. Semula  Rp.  1.235.353.747.497,- 

 b. Bertambah  Rp.     156.672.111.253,- 

  Jumlah Belanja setelah Perubahan      Rp.1.1.392.025.858.750,- 

   (Defisit) setelah Perubahan  Rp.      -96.463.715.893,-  

3 Pembiayaan 

 a.  Penerimaan 

 1) Semula  Rp.    117.041.197.773,- 

 2) Bertambah  Rp.      98.539.180.139,- 

  Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  Rp.     215.580.377.912,- 

 

 b.  Pengeluaran  

 1) Semula  Rp.      33.682.423.093,- 

 2) Bertambah  Rp.        2.075.464.246,- 

  Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp.       35.757.887.339,- 

 

 Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan  Rp.       96.463.715.893,- 

 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp                              -,-  
                  

Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka1 terdiri dari : 

 a. Pendapatan Asli Daerah                           

 1) Semula Rp.  107.044.621.411,- 

 2) Bertambah Rp.    24.580.652.020,-                    

  Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan  Rp.131.625.273.431,- 

 

 

 



 b. Dana Perimbangan                               

 1) Semula Rp. 849.993.959.686,- 

 2) Bertambah/(berkurang) Rp.     1.120.505.104,-   

  Jumlah dana perimbangan setelah perubahan   Rp.851.114.464.790,- 

 

 c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah  

 1) Semula Rp.  194.956.391.720,- 

 2) Bertambah Rp.    34.507.238.236,- 

  Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan  Rp.229.463.629.956,- 

 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 

 a. Pajak Daerah  

 1) Semula Rp. 59.040.000.000,- 

 2) Bertambah Rp    2.240.635.430,-          

  Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan  Rp. 61.280.635.430,- 

 

 b. Retribusi daerah  

 1) Semula Rp.  38.093.621.411,- 

 2) Bertambah Rp   13.288.643.735,- 

  Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan   Rp.51.382.265.146,- 

 

 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

 1) Semula Rp.  3.879.000.000,- 

 2) Berkurang Rp.                        -,- 

  Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

  Setelah Perubahan   Rp.  3.879.000.000,- 

 

 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  

 1) Semula Rp   6.032.000.000,- 

 2) Bertambah Rp.  9.051.372.855,- 

  Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 15.083.372.855,- 
 

 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 

 a. Dana bagi hasil pajak/Bagi Hasil Bukan pajak 

 1) Semula Rp. 20.066.337.686,- 

 2) Bertambah Rp    1.120.505.104,- 

  Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan         Rp. 21.186.842.790,- 

 

 b. Dana alokasi umum  

 1) Semula Rp.746.700.092.000,- 

 2) Berkurang Rp.                        --,- 

  Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan  Rp. 746.700.092.000,- 

 

 c. Dana alokasi khusus  

 1) Semula Rp. 80.227.530.000,- 

 2) Berkurang Rp.                         -,- 

  Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan  Rp. 80.227.530.000,- 

      d. Dana Insentif Daerah  

 1) Semula Rp.   3.000.000.000,- 

 2) Berkurang Rp.                         -,- 

  Jumlah dana dana insentif daerah setelah Perubahan  Rp. 80.227.530.000,- 

      

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 

jenis pendapatan : 

 a. Hibah  

 1) Semula Rp.                          -,- 

 2) Berkurang Rp.                          -,- 

  Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan   Rp.                       -,- 

 

 

 



 b. Dana Darurat  

 1) Semula Rp.                           -,- 

 2) Bertambah/(berkurang) Rp.                           -,-    

  Jumlah dana Darurat setelah Perubahan   Rp,              - 

  

 c. Dana bagi hasil pajak  

 1) Semula Rp.     36.221.000.000,- 

 2) Bertambah Rp.     11.845.585.236,- 

  Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan  Rp. 48.066.585.236,- 

 

 d. Dana Penyusaian dan Otonomi Khusus  

 1) Semula Rp.128.674.156.000,- 

 2) Bertambah Rp.  20.019.217.000,- 

  Jumlah dana Penyusaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp.148.693.373.000,- 

 

 e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya  

 1) Semula Rp.    30.061.235.720,- 

 2) Berkurang Rp.      2.642.436.000,- 

  Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau 

  dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 32.157.333.600,- 

 

Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Angka 2 terdiri dari : 

 a. Belanja tidak Langsung  

 1) Semula Rp. 702.271.323.754,- 

 2) Bertambah Rp.   48.706.546.643,- 

  Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.750.977.869.397,- 

 

 b. Belanja Langsung  

 1) Semula  Rp.  533.082.423.743,- 

 2) Bertambah  Rp.  107.965.565.610,- 

  Jumlah belanja langsung setelah Perubahan  Rp.641.047.989353,- 

 

(2)  Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 

 a. Belanja pegawai  

 1) Semula  Rp.    674.725.379.997,- 

 2) Bertambah  Rp.      45.689.691.842,- 

  Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan  Rp. 720.415.071.839,- 

 

 b. Belanja bunga  

 1) Semula  Rp.                            -,- 

 2) Bertambah  Rp.                            -,- 

  Jumlah belanja bunga setelah Perubahan  Rp.                        -, 

 

 

 c. Belanja subsidi  

 1) Semula  Rp                          -,- 

 2) Bertambah/(berkurang)  Rp.                         -,- 

  Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan  Rp.                        -, 

 

 d. Belanja hibah  

 1) Semula Rp.   3.162.862.500,-           

 2) Bertambah Rp  .    600.000.000,- 

  Jumlah belanja hibah setelah Perubahan  Rp.  3.762.862.500,- 

 

 e. Belanja bantuan sosial  

 1) Semula  Rp.    1.901.050.000,- 

 2) Bertambah  Rp        868.000.000,-                  

  Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 2.769.050.000,- 

 



 f. Belanja bagi hasil  

 1) Semula Rp     1.675.443.700,- 

 2) Bertambah/(berkurang) Rp.       652.578.000,- 

  Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan  Rp  2.328.021.700,- 

 

 g. Belanja bantuan keuangan  

 1) Semula Rp.  20.306.587.557,- 

 2) Berkurang Rp.                          -,- 

  Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 20.306.587.557 

 

 h. Belanja tidak terduga  

 1) Semula  Rp.     500.000.000,- 

 2) Bertambah  Rp      896.275.801- 

  Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp.    1.396.275.801,- 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 

 a. Belanja pegawai  

 1) Semula  Rp. 25.098.509.019,- 

 2) Bertambah  Rp.        33.306.600,- 

  Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan  Rp.25.131.815.619,- 

 b. Belanja barang dan jasa  

 1) Semula  Rp.  170.284.980.356,- 

 2) Bertambah  Rp.    39.534.424.997,- 

  Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp.209.819.405.354,- 

 

 c. Belanja modal  

 1) Semula  Rp. 337.698.934.368,-   

 2) Bertambah  Rp.   68.397.834.012,-  

  Jumlah belanja modal setelah Perubahan  Rp.406.096.768.380,- 

 

Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Angka 3 terdiri dari : 

 a. Penerimaan sejumlah  Rp.215.580.377.912,- 

 1) Semula Rp.     117.041.197.773,- 

 2) Bertambah Rp.       98.539.180.139,- 

  Jumlah penerimaan setelah Perubahan    Rp. 215.580.377.912,- 

 

 b. Pengeluaran sejumlah  Rp.  35.757.887.339,- 

 1) Semula Rp.  33.682.423.093,- 

 2) Bertambah Rp.    2.075.464.246,- 

  Jumlah pengeluaran setelah Perubahan   Rp. 35.757.887.339,- 

                                                        

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

 a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah  Rp.185.511.614.821,- 

 1) Semula Rp.  86.972.434.682,- 

 2) Bertambah Rp.  98.539.180.139,- 

  Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 185.511.614.821,- 

 

 b. Pencairan dana cadangan sejumlah  Rp 30.068.763.091,-                

 1) Semula Rp  30.068.763.091,- 

 2) Bertambah Rp.                         -,- 

  Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp.  30.068.763.091,-                

 

 c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.         - 

 1) Semula Rp.            - 

 2) Bertambah/(berkurang) Rp..............- 

  Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang 

  Dipisahkan setelah Perubahan  Rp.                -,- 

 

 



 d. Penerimaan pinjaman Daerah sejumlah  Rp. -       

 1) Semula Rp. - 

 2) Bertambah/(berkurang) Rp.          - 

  Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp.                -,- 

 

 e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.                     -,- 

 1) Semula Rp..                       -,-                      

 2) Bertambah/(berkurang) Rp                         -,- 

  Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman 

  Setelah Perubahan  Rp.                   -,- 

 

 f.  Penerimaan piutang daerah sejumlah  Rp.       - 

 1) Semula Rp.            - 

 2) Bertambah/(berkurang) Rp..............- 

  Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp.             – 

 

 g.  Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 sejumlah  Rp. - 

 1) Semula Rp.             -,- 

 2) Bertambah/(berkurang) Rp..............- 

  Jumlah Pengembalian Pajak Penghasilan  

                  Pasal 21 setelah Perubahan  Rp.              - 

 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

 a. Pembentukan dana cadangan sejumlah  Rp . 25.000.000.000,- 

 1) Semula Rp.  25.000.000.000,- 

 2) Bertambah Rp.                         -,- 

  Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 25.000.000.000,- 

 

  b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.5.000.000.000,- 

 1) Semula Rp. 5.000.000.000,- 

 2) Bertambah Rp.                      -,- 

  Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

  Setelah Perubahan  Rp.  5.000.000.000,- 

 c. Pembayaran pokok utang sejumlah  Rp.                -,- 

 1) Semula Rp.                         -,-                      

 2) Bertambah Rp  121.313.375,- 

  Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp.     121.313.375,- 

 d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah  Rp. 3.752.094.593,- 

       1)   Semula Rp 3.682.423.093,- 

       2)   Bertambah/(berkurang) Rp.     69.671.500,- 

             Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan        Rp. 3.752.094.593,- 

 

      e. Sisa Dana sejumlah  Rp. 1.884.479.371,- 

       1)   Semula Rp                      -,- 

       2)   Bertambah/(berkurang) Rp.    1.884.479.371,- 

             Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan        Rp. 1.884.479.371,- 

 

Pasal 5 
 

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi SKPD 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi 

SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan  

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahn Daerah, 

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan  



5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Laporan Realisasi Anggaran; 

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan 

dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah . 

 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

 

   Pasal 7  
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa 
 

 

      Ditetapkan di  Sungguminasa 

    pada tanggal  5 September 2014 

 

    BUPATI GOWA, 

 

 

 

                                                                                    H. ICHSAN YASIN LIMPO 
           

 

          

Diundangkan di Sungguminasa 

pada tanggal 5 September 2014                   
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA, 

 

 

 

 

H. BAHARUDDIN MANGKA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015 NOMOR   

    


